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PH Pileg Gorontalo 2019 Akan Diputus MK Hari Ini

Jakarta, 7 Agustus 2019 — Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perkara Perselisihan
Hasil Pemilihan Umum Legislatif di Provinsi Gorontalo Tahun 2019 (PH Pileg 2019) pada Rabu (7/8)
dengan agenda pengucapan putusan. Persidangan yang dimulai pukul 08.00 WIB akan memutus dua
perkara, yaitu perkara Nomor 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PDIP), dan Nomor Perkara 03-
08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PKS).

Pada sidang perdana, Kamis (11/7), PDIP mempersoalkan perolehan hasil suara di Kabupaten
Pohuwato Dapil 1. Pemohon menduga terjadi penggelembungan suara di tiga Kecamatan, yaitu
Marisa (TPS 4 dan TPS 3), Patilanggio (TPS 1) dan Duhidaa (TPS 1). Selain itu, Pemohon juga
menemukan pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku
Termohon di Kota Gorontalo Dapil 4. Pasalnya, terdapat pemilih yang tidak diberikan surat suara
DPRD Provinsi dan DPRD Kota yang menyebabkan berkurangnya perolehan suara Pemohon. Hal
tersebut terjadi di empat Kelurahan, yaitu Ipilo (TPS 7, TPS 9, TPS 10, dan TPS 12), Tamalate (TPS
4), Heledula Utara (TPS 7), dan Padebulo (TPS 12).

Sementara, Pemohon PKS menggugat perolehan suara Provinsi Gorontalo Dapil 1 dan Kota
Gorontalo Dapil 1. Salah satu penyebab adanya selisih perolehan suara Pemohon karena Ketua
KPPS di beberapa TPS tidak memasukkan Formulir C7 ke dalam kotak suara Presiden. Kejadian
tersebut berlangsung di TPS 2, TPS 6, TPS 10, TPS 11, TPS 13 dan TPS 14 Kelurahan Tenda
Kecamatan Hulonthalangi. Pemohon juga menemukan adanya ketidaksesuaian antara daftar data
pemilih dalam DPK dengan daftar pengguna hak pilik dalam DPK. Selain itu, MK juga akan memeriksa
perkara yang diajukan Partai Berkarya yang diketuai Hutomo Mandala Putra.

Atas alasan-alasan di atas, dalam petitumnya, para Pemohon memohon kepada MK untuk
menyatakan batal dan tidak mengikat terhadap Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-
Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2019. (Annisa L.)
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